
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a; huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tirnur;

JI. Gajah Mada No.2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
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c. bahwa sesuai surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 160/1.2-813/Set-DPRD tanggal 23
Agustus 2018 perihal Persetujuan Pelaksanaan
Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD TA
2018;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Dana Reboisasi, Daerah
provinsi/kabupaten/kota yang telah menetapkan
kegiatan penggunaan DBH DR sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, melakukan penyesuaian kegiatan
penggunana DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri
ini dengan menetapkan peraturan Kepala Daerah
mengenai perubahan penjabaran APBD atau melalui
SPBD Perubahan tahun anggaran berjalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat
mendesak pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur yaitu penyesuaian kegiatan penggunaan Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, -

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR 37 TAHUN 2018

SALINAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Nomor8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
37);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor825);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106);

Mengingat
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Revisi Belanja Langsung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan sebesar
Rp 169.125.702.000 (Seratus enam puluh sembilan milyar seratus dua puluh
lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Pasal3

BABIII
SUMBERDANA

(2) Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran sangat
mendesak yaitu penyesuaian kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Dana Reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

(1) Peraturan Gubemur dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD
mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasa12

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya

disingkat APBDProvinsi adalah APBDProvinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2018 PADA DINAS KEHUTANANPROVINSI
KALIMANTANTIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 54
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 Nomor 54);

- 3 -



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAHPROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

~~~

PEMBINA UTAMAMUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. Hj. MEILlANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN2018 NOMOR 37.

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2018.

DR. H. AWANGFAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018.

Pasal5

Pengeluaran sangat mendesak yaitu penyesuaian kegiatan penggunaan Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.

Pasal4

BABIV
PENGELUARANYANGDILAKSANAKANMENDAHULUI

PENETAPANPERUBAHANAPBD TAHUNANGGARAN2018 DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTANTIMUR
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